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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak, pemahaman 
perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam 
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Barat 
Palembang dan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, sehingga didapat 
jumlah sampelnya sebanyak 100 responden. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah 
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial pengampunan 
pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pemahaman dan sanksi 
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat 
Palembang. 
 
Kata kunci: Pengampunan Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan 
 
Abstract 
This research aims to know the influence of tax amnesty, tax comprehension, and tax 
penalties towards the level of taxpayers compliance. The population that used in this study is 
individual taxpayers that been registered in KPP Pratama Ilir Barat Palembang and sample 
that used in this study used slovin formula, so the number of the samples obtained as many as 
100 respondents. The analyze method that used in this study is multiple linear regression. The 
results showed that partially, tax amnesy has no effect towards taxpayers compliance, while tax 
comprehension and tax penalties have effect towards taxpayers compliance in KPP Pratama 
Ilir Barat Palembang. 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakan Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Negara yang terutang oleh badan atau orang pribadi yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunkan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnnya kemakmuran rakyat”, untuk itu, 
sebagai warga Negara Indonesia tentunya dapat membayar pajak sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku (http://www.ortax.org/). 
Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang 
keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem 
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pemungutan pajak, yaitu official assessment system, self assessment system, dan 
withholding system. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang 
pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan self assessment system. Dalam sistem ini, 
wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, 
mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan 
menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, 
pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh 
karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat 
kesadaran perpajakan secara sukarela (voluntary tax compliance) yang tinggi (Suminarsasi, 
2011). 
Dengan menganut prinsip self assessment system tersebut pemerintah memberikan 
kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan atas 
kesadaran, kejujuran, dan rasa tanggung jawab, serta dengan menegakan keadilan hukum 
dan kepastian hukum juga perbaikan mutu pelayanan yang prima diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran, pemahaman dan penghayatan wajib pajak akan kewajibannya 
dibidang perpajakan dan ikut serta berperan dalam mensukseskan pembangunan nasional. 
 
Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah), 2013-2016 
Tahun 2013 2014 2015 2016 
Realisasi 
Penerimaan 
Negara 
1.438.891,10 1.550.490,80 1.761.642,80 2.848.207,20 
   Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2013-2016 
Penerimaan pajak setiap tahun meningkat, seperti terlihat pada tabel 1.1, yaitu tentang 
data penerimaan pajak dalam negeri Indonesia yang berisi data penerimaan pajak dalam 
negeri yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 
Anggaran 2013 – 2016. 
Dimana jumlah penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2016 meningkat 
setiap tahunnya, yaitu pada tahun 2013 sebesar 1.438.891,10 M, pada tahun 2014 sebesar 
1.550.490,80 M, pada tahun 2015 sebesar 1.761.642,80 M, dan pada tahun 2016 sebesar 
1.848.107,20 M. 
Tetapi penerimaan pajak ini belum optimal, karena masih jauh dari target penerimaan 
pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti terlihat pada tabel 1.2, di mana pada tahun 
2015 target penerimaan pajak sebesar Rp 1.294,258 T tetapi yang terealisasi hanya Rp 
377,028 T dan pada tahun 2016 target penerimaan pajak sebesar 1.360,2 T tetapi yang 
terealisasi hanya 364,1 T.  
Dalam meningkatan pendapatan negara dan kepatuhan wajib pajak Direktorat Jenderal 
Pajak tahun 2016 hingga tahun 2017 telah mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak 
dimana penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi 
perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan bagi wajib pajak yang dikenal dengan 
Tax Amnesty. 
Kebijakan Tax Amnesty sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. 
Demikian juga kebijakan lain yang serupa berupa Sunset Policy telah dilakukan pada tahun 
2008. Sejak Program Sunset Policy diimplementasikan sepanjang tahun 2008 telah berhasil 
menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, bertambahnya SPT tahunan 
sebanyak 804.814 SPT dan bertambahnya penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah 
NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 
1,63 juta. Jadi totalnya 17,16 juta (data DJP, 2010 kuartal 1). 
Dengan dilakukannya tax amnesty pada tahun ini, diharapkan para pengusaha yang 
menyimpan dananya di luar negeri akan memindahkan dananya di Indonesia dan menjadi 
wajib pajak baru yang patuh sehingga dapat meningkatkan pendapatan pajak negara. Dari 
pemberitaan CNN Indonesia dinyatakan bahwa banyak orang kaya di Indonesia yang 
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menyimpan uang mereka di luar negeri, seperti Singapura, dengan memanfaatkan tax 
treaty. Oleh karena itu lah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendorong diberlakukannya tax 
amnesty ini untuk menarik kembali uang milik warga Indonesia yang disimpan di luar 
negeri (http://www.kompasiana.com/). 
Meskipun tax amnesty ditujukan untuk pengusaha atau masyarakat yang menyimpan 
dananya di luar negeri agar lebih jujur dan patuh dalam membayar pajak, akan tetapi 
kenyataannya saat ini para pengusaha tersebut masih menunggu dan melihat kepastian dari 
tax amnesty. Mirisnya adalah, tax amnesty diduga salah sasaran, karena malah masyarakat 
menengah kebawah yang ketakutan dengan ancaman tax amnesty tersebut. Menurut 
Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto 
“sosialisasi Presiden Jokowi terkait tax amnesty juga dinilai salah sasaran, karena hanya 
disosialisasikan di dalam negeri” (https://pengampunanpajak.com). 
Pemberian kesempatan kepada wajib pajak melalui tax amnesty ini diharapkan akan 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang. Kebijakan ini untuk 
meningkatkan keterbukaan atas kewajiban perpajakannya, sebelum diterapkannya 
penegakan hukum pajak. Oleh karena setelah tax amnesty berakhir, Direktorat Jenderal 
Pajak akan melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan informasi yang telah dimiliki. 
Menurut informasi yang didapat dari wawancara dengan salah satu petugas pajak di 
Palembang, didapatkan data sementara bahwa dari awal berlakunya tax amnesty hingga 
tanggal 12 Agustus 2016 petugas pajak telah melakukan sosialisasi terkait tax amnesty 
sebanyak 114 sosialisasi dengan 7.907 peserta, sedangkan dari tanggal 13 Agustus 2016 
hingga 30 September sosialisasi dilakukan rutin setiap hari, bisa dikatakan dua kali lebih 
intensif dari sosialisasi sebelumnya. Data sementara jumlah wajib pajak yang telah 
melaporkan hartanya sebanyak 9.221 SPH. Berdasarkan wawancara diatas bahwa dengan 
adanya tax amnesty dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT. 
Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam 
memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Fenomena yang terjadi saat ini adalah 
masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Seorang wajib 
pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh 
tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-
Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, Selalu 
membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT. Pada fenomena yang terjadi tersebut 
memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam 
perpajakan 
Berdasarkan wawancara kepada salah satu staff bagian pajak di KPP Pratama Ilir 
Barat Palembang bahwa jumlah SPT yang masuk sebanyak 40.578 SPT dan masih adanya 
terjadi kesalahan dalam pengisian SPT tahunan PPh yang dilakukan oleh Wajib Pajak yaitu 
sebanyak 135 SPT. Padahal wajib pajak sudah mendapatkan Buku Petunjuk Pengisian SPT 
Tahunan yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat 
Jenderal Pajak, selain itu di KPP juga disediakan Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) yang 
selalu sedia setiap saat melayani Wajib Pajak dengan segala kepentingan dan 
permasalahannya. (Williafia, 2011). 
Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-
undang Perpajakan, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi ini diperlukan untuk 
memberikan pelajaran bagi para pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar 
peraturan perpajakan dipatuhi dan ditaati oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan 
memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih 
banyak merugikannya.  
Sanksi perpajakan terjadi pada kasus pemerasan terhadap wajib pajak oleh penyidik 
kantor pajak. Menurut Kanwil DJP Sumsel Babel menilai sanksi tidak tegas membuat 
kejadian ini berulang. Seperti yang dilakukan oleh PT Samudra Sriwijaya Suksesindo, 
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selama tahun 2016 sudah melakukan tunggakan pajak sebesar Rp 347.095.372 atas 
penunggakan PPN Dalam Negeri. 
Untuk memenuhi pendapatan dari sektor pajak dan membuat para wajib pajak jera, 
Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung 
melakukan penyitaaan. Hasil penyitaan tunggakan sebesar Rp 15,6 M dari 14 wajib pajak, 
yang terdiri dari wajib pajak orang pribadi dan badan usaha. Penyitaan penagihan ini 
dilakukan dalam bentuk “Sita Serentak” di 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdiri atas 
KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, KPP Pratama Ilir Barat, KPP Pratama Palembang 
Ilir Timur, KPP Pratama Kayuagung, KPP Pratama Sekayu, KPP Pratama Lahat, KPP 
Pratama Prabumulih, KPP Pratama Baturaja, KPP Pratama Lubik Linggau, KPP Pratama 
Pangkal Pinang, KPP Pratama Bangka, dan KPP Pratama Tanjung Pandan 
(https://sumateradeadline.co.id). 
Menurut data dari KPP Pratama Ilir Barat Palembang, kepatuhan wajib pajak di 
Palembang cenderung menurun dalam lima tahun terkahir ini. Oleh karena itu, hal tersebut 
menarik perhatian untuk dilakukan penelitian terhadap wajib pajak di wilayah KPP 
Pratama Ilir Barat Palembang. Berikut disajikan tabel yang menjelaskan tentang tingkat 
kepatuhan pajak di wilayah KPP Pratama Ilir Barat Palembang dari tahun 2012 hingga 
2016. 
Tabel 1.3 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Tingkat Kepatuhan Pajak di 
KPP Pratama Ilir Barat 
Tahun 2012-2016 
Jumlah WP 
 
( a ) 
Jumlah SPT 
Tahunan 
( b ) 
Kepatuhan 
(b/a x 100 %) 
( c ) 
2012 86.633 36.405 42,0 % 
2013 95.158 34.547 36,3 % 
2014 104.390 42.303 40,5 % 
2015 113.169 48.533 42,9 % 
2016 124.351 49.158 39,5 % 
Sumber: KPP Pratama Ilir Barat Palembang 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2012 
hingga 2016, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi cenderung menurun. Hal ini 
merupakan salah satu pemicu pemerintah untuk melakukan tax amnesty, dikarenakan 
rendahnya penerimaan negara dan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis tertarik untuk membuat penelitian dengan 
judul “Pengaruh Pengampunan Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi 
Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di KPP 
Pratama Ilir Barat Palembang”. 
 
 
 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah pengampunan pajak, pemahaman, dan sanksi perpajakan berpengaruh parsial 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang? 
2. Apakah pengampunan pajak, pemahaman, dan sanksi perpajakan berpengaruh simultan 
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh parsial pengampunan pajak, pemahaman, dan sanksi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat 
Palembang 
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2. Untuk mengetahui pengaruh simultan pengampunan pajak, pemahaman, dan sanksi 
perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Ilir Barat 
Palembang 
 
2. LANDASAN TEORI 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Kepatuhan 
Menurut Norman D. Nowak (Zain, 2004), kepatuhan wajib pajak adalah suatu 
iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban atas perpajakan, tercermin 
dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua 
ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan jelas 
dan lengkap, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar 
pajak yang terutang tapat pada waktunya. 
Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang 
psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi 
dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler (Saleh, 
2004) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada 
hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental 
mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan 
tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. 
Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan 
berlawanan dengan kepentingan pribadi.  
Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh 
kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang 
berhubungan dengan perilaku. Perspektif normative berhubungan dengan apa yang 
orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.  
Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai 
dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui 
moralitas personal (normative commitment through morality) berarti mematuhi 
hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan 
komitmen normatif melalui legitimasi (normative commitment through legitimaty) 
berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak 
untuk mendikte perilaku. 
 
2.1.2 Theory of Planned Behavior 
Dalam Theory of Planned Behavior (TPB) dijelaskan bahwa perilaku yang 
ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. 
Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor 
(Noviyanti, 2016), yaitu: 
a. Behavioral Beliefs  
Behavioral Beliefs merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu 
perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. 
b. Normative Beliefs  
Normative Beliefs merupakan keyakinan tentang harapan normative 
orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. 
c. Control Beliefs  
Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang 
mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya 
tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya 
tersebut (perceived power).  
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Penelitian tentang kepatuhan pajak sudah banyak dilakukan peneliti 
sebelumnya, seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti (2016), dalam 
penelitian ini Theory of Planned Behavior relevan untuk menjelaskan perilaku 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakaannya. Sebelum individu 
melakukan sesuatu maka individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai 
hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Hal ini berkaitan dengan 
pemahaman terhadap sistem self assessment dan tingkat pendidikan wajib pajak. 
semakin tinggi tingkat pemahaman sistem self assessment semakin meningkat pula 
kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat 
pendidikan yang tinggi akan membantu mempermudah wajib pajak dalam 
memahami ketentuan undang-undang perpajakan, serta wajib pajak memiliki 
keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak yang bertujuan untuk 
penyelenggaraan pembangunan Negara (behavioral beliefs). 
Control beliefs berkaitan dengan sanksi perpajakan. Sanksi pajak ditetapkan 
untuk mendukung kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya. 
Kepatuhan wajib pajak ditentukan atas dasar persepsi wajib pajak tentang seberapa 
kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk patuh terhadap 
kewajiban pajaknya. 
 
2.1.3 Pajak 
Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan 
Perpajakan Pajak merupakan suatu konstribusi wajib kepada negara yang terhutang 
oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa namun tetap berdasarkan 
pada Undang-Undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta 
digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya. 
Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH., pajak ialah iuran rakyat 
kepada negaranya berdasarkan Undang-Undang atau peralihan kekayaan dari 
sektor swasta kepada sektor publik yang bisa dipaksakan dan yang langsung dapat 
ditunjuk serta digunakan untuk membiayai kebutuhan atau kepentingan umum. 
 
2.1.4 Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) 
Menurut PMK No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak, pengampunan 
pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi 
administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara 
mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang Pengampunan Pajak. 
 
2.1.5 Pemahaman Perpajakan 
Menurut Dimas Ramadiansyah (2014) dalam penelitiannya menjelaskan 
definisi pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari 
bahan yang dipelajari. 
Pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak 
mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk 
membayar pajak. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana 
wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang-Undang 
serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan 
perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika 
seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi 
peningkatan pada kepatuhan wajib pajak (Nirawan Adiasa, 2013). 
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2.1.6 Sanksi Perpajakan 
Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti atau ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajkan 
merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma 
perpajakan. 
Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua sanksi, yaitu sanksi administrasi 
dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada 
yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan sanksi 
pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi 
pidana.  
 
2.2 Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka 
kerangka penelitian dapat digambarkan pada gambar berikut: 
 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
2.3 Hipotesis 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian 
ini adalah : 
H1 :   Pengampunan pajak (tax amnesty) berpengaruh terhadap  kepatuhan wajib pajak 
H2 :   Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
H3 :   Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penedekatan penelitian kualitatif yang di 
kuantitatifikasikan karena jenis penelitian ini memerlukan pendapat orang lain maupun 
responden dan disebut kuantitatif dikarenakan terdapat pengukuran data melalui 
perhitungan statistik yang berasal dari subjek atau sampel yang diminta menjawab terkait 
sejumlah pertanyaan tentang masalah yang ada untuk mempresentasikan frekuensi dan 
tanggapan mereka (Sugiyono, 2013). 
 
3.2 Teknik Pengambilan Sampel  
 Populasi yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP 
Pratama Ilir Barat Palembang. Penelitian ini menggunaan teknik probability sampling dan 
teknik penentuan sampel yang dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin, sehingga 
didapat 100 responden wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratma Iir Barat 
Palembang. 
 
3.3 Jenis Data 
 Menurut Sugiyono (2012, h.224) jenis data dapat di bagi menjadi dua yaitu: 
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1. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. 
2. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. 
 Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data primer. Data primer 
yang diperoleh langsung dari responden. Data primer yang didapat dari kuesioner yang 
diisi oleh wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak, kemudian akan diolah lagi dengan 
aplikasi SPSS versi 22.0 sehingga akan mendapatkan hasil akhirnya. 
 
3.4 Teknik Pengumpulan Data  
 Teknik yang digunakan dalam pengambilan data didalam penelitian ini adalah 
kuesioner atau angket. Kuesioner akan diberikan kepada responden yaitu wajib pajak orang 
pribadi di KPP Pratama Ilir Barat Palembang terkait dengan perpajakan. 
 
3.5 Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif  yaitu 
analisis yang berbentuk angka atau data yang diangkakan (Sugiyono, 2012, h.13). 
Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 22.0. 
3.5.1 Uji Validitas 
Kuncoro (2013, h.175) mengatakan validitas merupakan skala pengukuran 
disebut valid melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang 
seharusnya diukur. 
3.5.2 Uji Reliabilitas 
Singgih (2013, h.175) mengatakan reliabilitas menunjukkan konsistensi dan 
stabilitas dari suatu skor ataupun skala pengukuran. Reliabilitas berbeda dengan 
validitas disebabkan yang pertama memusatkan titik perhatian pada masalah 
konsistensi sedangkan yang kedua lebih memusatkan perhatian ke masalah 
ketepatan.  
3.5.3 Method of Successive Interval (MSI) 
Muhidin (2010), Method of Successive Interval (MSI) adalah suatu metode untuk 
mentransfer data berskala ordinal menjadi interval. 
3.5.4 Uji Asumsi Klasik 
3.5.4.1 Uji Normalitas 
 Menurut Ghozali (2013, h.160) tujuan dari uji normalitas adalah untuk 
mengetahui apakah masing-masing variabel berdistribusi normal ataupun 
tidak. Uji normalitas dibutuhkan karena untuk melakukan pengujian-
pengujian variabel lainnya dengan mengasumsikan bahwa nilai residual 
mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik akan 
menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak bisa digunakan.” 
3.5.4.2 Uji Multikolinearitas 
 Menurut Ghozali (2013, h.105) tujuan dari uji multikolinearitas adalah 
untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas (independen). Karena model regresi yang baik seharusnya 
tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.” 
3.5.4.3 Uji Heterokedastisitas 
 Ghozali (2013, h. 139) mengatakan bahwa Uji ini bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 
satu pengamat ke pengamat lainnya. Jika varian dari residual satu pengamat 
ke pengamat lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. 
3.5.5 Analisis Regresi Berganda 
Persamaan matematika Analisis regresi linier berganda sebagai berikut : 
 
 
  
Y= a + b1X1  + b2 X2 + b3 X3 + e 
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Dimana :  
 Y     : Kepatuhan wajib pajak 
 a                 : Konstanta 
 b1, b2, b3  : Koefisien X1, X2, X3 
 X1      : Pengampunan pajak 
  X2       : Pemahaman perpajakan 
 X3        : Sanksi perpajakan 
 e        : Tingkat Error, tingkat kesalahan 
3.5.6 Uji Hipotesis 
3.5.6.1 Uji t (Secara parsial) 
Uji signifikan terhadap masing-masing koefisiean regresi diperlukan 
untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel 
bebas (Xi) terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hipotesis penelitian 
dengan menggunakan program SPSS 22.0 yaitu dengan melihat hasil t-
hitung dan t-tabel beserta nilai Signifikasi kurang dari 0,05. 
3.5.6.2 Uji F (Secara simultan) 
Uji seluruh koefisien regresi secara serempak/simultan sering disebut 
dengan uji model. Berdasarkan hipotesis penelitian dengan menggunakan 
program SPSS 22.0 yaitu dengan melihat hasil F-hitung dan F-tabel. 
3.5.7 Uji Koefisien Determinasi 
Menurut Ghozali (2011, h.97) Koefisien determinasi (R2) untuk mengukur 
seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. 
Koefisien determinasi bisa digunakan dalam tujuan untuk mengetahui seberapa 
besarnya pengaruh variabel terhadap variabel Y. 
 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat didirikan berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama 
Palembang Ilir Barat bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP 
Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang 
 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat beralamat di Jalan Tasik, 
Kambang Iwak, Palembang 30135, satu gedung dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera 
Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang. 
 
4.2  Hasil Pembahasan  
4.2.1 Uji Validitas 
    Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas 
Variabel r-hitung 
Pengampunan Pajak 
X1 
0,466 
0,525 
0,493 
0,596 
Pemahaman Perpajakan 
X2 
0,493 
0,519 
0,355 
0,383 
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0,354 
Sanksi Perpajakan 
X3 
0,331 
0,363 
0,389 
0,325 
 0,511 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Y 
 
 
 
0,525 
0,799 
0,610 
0,778 
0,765 
0,648 
Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
 Berdasarkan Tabel 4.3 nilai R hitung untuk masing- masing pertanyaan bernilai 
antara 0,331 sampai 0,799 sedangkan r-tabel yang menggunakan signifikansi 0,05 
bernilai 0,1966. Sehingga ini bearti semua nilai dalam pertanyaan di r-hitung pada 
variabel X1, X2, X3, dan Y lebih besar dari r-tabel dan seluruh pertanyaan dinyatakan 
valid. 
 
4.2.2 Uji Reliabilitas 
        Tabel 4.4 Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach’s Alpha Ketentuan Hasil 
X1 0,727 0,60 Reliabel 
X2 0,660 0,60 Reliabel 
X3 0,623 0,60 Reliabel 
Y 0,875 0,60 Reliabel 
                    Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
 Dari hasil pengujian uji reliabilitas yang dapat dilihat di Tabel 4.4 menunjukkan 
bahwa nilai Cronbach’s Alpha pada setiap variabel berada diatas 0,6. Sehingga dapat 
disimpulkan semua pertanyaan pada setiap variabel dapat dinyatakan sebagai alat 
ukur yang reliabilitas untuk digunakan pada analisis selanjutnya. 
 
4.2.3 Method of Successive Interval (MSI) 
 Data yang diperoleh dari dari hasil penelitian ini berupa data kuesioner yang 
menggunakan skala ukur ordinal. Sedangkan salah satu syarat untuk dapat 
digunakannya analisis regresi (parametrik) adalah data diharuskan berskala ukur 
metrik (minimal interval atau rasio). Untuk itu sebelum diolah lebih lanjut, data yang 
diperoleh akan dinaikkan skala ukurnya menjadi interval dengan menggunakan 
metode MSI (Method of Successive Interval). 
 
4.2.4 Uji Asumsi Klasik 
4.2.4.1 Uji Normalitas 
   Tabel 4.5 Hasil Kurtosis dan Skewness 
 Skewness Kurtosis 
Statistic Std. Error Statistic Std. Error 
Unstandardized 
Residual Valid N 
(listwise) 
0,146 0,241 0,437 0,478 
  Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukan nilai Std. Error untuk Skewness 
dan Kurtosis dari seluruh variabel independen dan dependen yang akan diuji 
  
 
 
 
 
11 
sebesar 0,241 untuk Skewness dan 0,478 Kurtosis, dimana nilai tersebut 
antara -2 sampai +2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh 
variabel independen dan dependen yang digunakan dalam pengujian 
mempunyai sebaran yang normal, sehingga dapat dilakukan pengujian lebih 
lanjut karena asumsi kenormalan data telah terpenuhi. 
   4.2.4.2 Uji Multikolinearitas 
                 Tabel 4.6 Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Tolerance 
Ketentuan 
Tolerance 
VIF 
Ketentuan 
VIF 
X1 0,636 0,10 1,573 10,00 
X2 0,487 0,10 2,054 10,00 
X3 0,446 0,10 2,242 10,00 
Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
 Berdasarkan Tabel 4.6 nilai tolerance mempunyai rentang nilai dari 
0,446 – 0,636 dengan ketentuan nilai tolerance untuk semua variabel 
independen harus lebih besar dari 0,10. Sedangkan nilai VIF mempunyai 
rentang nilai dari 1,573 – 2,242 dan ketentuan nilai VIF untuk semua 
variabel independen harus lebih kecil dari 10,00. Dari hasil tabel diatas dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. 
4.2.4.3 Uji Heterokedastisitas 
   Tabel 4.7 Hasil Uji Heterokedastisitas 
 
Unstandardized 
Residual 
Spearman's 
rho 
Pengampunan_Pajak Correlation 
Coefficient 
0,081 
Sig. (2-tailed) 0,422 
N 100 
Pemahaman_Perpajakan Correlation 
Coefficient 
0,105 
Sig. (2-tailed) 0,299 
N 100 
Sanksi_Perpajakan Correlation 
Coefficient 
0,032 
Sig. (2-tailed) 0,756 
N 100 
Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
 Pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai sig lebih besar dari 0,05 sebagi 
ketentuan dari uji spearman’s rho di mana nilai sig (X1) sebesar 0,422, nilai 
sig (X2) sebesar 0,299 dan nilai sig (X3) sebesar 0,756 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada bagian ini. 
 
4.2.5 Analisis Regresi Berganda 
     Tabel 4.8 Analisis Regresi Berganda 
Coefficients
a 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,141 2,784  0,140 
Pengampunan Pajak (X1) 0,053  0,126 0,041 0,675 
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Pemahamanan Perpajakan (X2) 0,352 0,156 0,248 0,026 
Sanksi Perpajakan (X3) 0,608 0,169 0,404 0,001 
     Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
Berdasarkan Tabel 4.8 Analisis Regresi Berganda, maka persamaan regresi 
linier berganda yaitu: 
Y = 4,141 + 0,053 X1 + 0,352 X2 + 0,608 X3 + e 
Dimana :  
Y  : Kepatuhan wajib pajak 
a   : Konstanta 
b1b2 b3  : Koefisien X1, X2, X3  
X1     : Pengampunan pajak 
X2       : Pemahaman Perpajakan 
X3     : Sanksi Perpajakan 
e        : Tingkat Error, tingkat kesalahan 
 
4.2.6 Uji Hipotesis 
4.2.6.1 Uji t 
       Tabel 4.9 Hasil Uji t 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 (Constant) 4,141 2,784  1,487 0,140 
Pengampunan Pajak (X1) 0,053  0,126 0,041 0,421 0,675 
Pemahamanan Perpajakan (X2) 0,352 0,156 0,248 2,262 0,026 
Sanksi Perpajakan (X3) 0,608 0,169 0,404 3,594 0,001 
     Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
 Pada uji ini ditentukan probabilitas pada tabel t sebesar 5% dan df 98 
sehingga diperoleh hasil untuk t-tabel sebesar 1,985. Pada tabel 4.9 dapat 
dilihat bahwa: 
1. Variabel Pengampunan Pajak (X1) tidak berpengaruh dan tidak 
signifikan terhadap variabel (Y), karena tingkat signifikansi yang 
dimiliki variabel pengampunan pajak > 0,05 (0,675 > 0,05) dan nilai t-
hitung < 1,985 (1,985 > 0,421) 
2. Variabel Pemahaman Perpajakan (X2) berpengaruh dan signifikan 
terhadap variabel (Y), karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel 
pemahaman perpajakan < 0,05 (0,026 < 0,05) dan nilai t-hitung < 2,262 
(2,262 < 1,985). 
3. Variabel Sanksi Perpajakan  (X3) berpengaruh dan signifikan terhadap 
variabel (Y), karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel sanksi 
perpajakan < 0,05 (0,001 < 0,05) dan nilai t-hitung > 3,594 (3,594 > 
1,985). 
4.2.6.1 Uji F 
    Tabel 4.10 Hasil Uji F 
ANOVA
a
 
Model 
Sum of 
Squares 
Df 
Mean 
Square 
F Sig. 
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1 Regression 
744,216 3 248,072 
23,92
1 
,000
b
 
Residual 995,584 96 10,371   
Total 1739,800 99    
  Sumber: Pengolahan Data SPSS 22, 2016 
 Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai F-hitung 
adalah sebesar 23,921 sedangkan nilai F untuk taraf nyata (α) sebesar 5% 
adalah sebesar, dengan kata lain F-hitung 23,921 > F-tabel 2,467. Dari hasil 
uji F ini juga dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Sig.) adalah sebesar 
0,000 yang bearti bahwa Sig f (0,000) < α (0,05), hal tersebut menunjukkan 
bahwa terdapat signifikansi yang kuat terjadi pada pengaruh variabel bebas 
terhadap variabel terikat. 
 
 
 
5. KESIMPULAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa 
pengampunan perpajakan (tax amnesty) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
di KPP Pratama Ilir Barat Palembang. Hal ini disebabkan periode tax amnesty yang 
diterapkan di Indonesia terlalu singkat sehingga tingkat kepatuhan dari wajib pajak tidak 
terlihat di KPP Pratama Ilir Barat dan juga wajib pajak yang ada di KPP Pratama Ilir Barat 
didominasi oleh wajib pajak yang profesinya sebagai pegawai yang cenderung tidak tertarik 
terhadap tax amnesty. 
Pemahaman tentang perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP 
Pratama Ilir Barat Palembang. Semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan maka 
semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sebagian besar Wajib Pajak memperoleh 
pengetahuan perpajakan dari petugas pajak, radio, televisi, majalah pajak, surat kabar, 
internet, buku perpajakan, konsultan pajak, pelatihan dan seminar perpajakan. Dalam 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, KPP Pratama Ilir Barat menyediakan email dan 
facebook guna menjawab pertanyaan dari para wajib pajak dan juga menyediakan bagian 
informasi untuk membantu para wajib pajak dalam mengatasi permasalahan perpajakannya. 
Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Ilir 
Barat Palembang. Ketika wajib pajak terlambat, kurang, atau tidak membayar pajak 
terutangya wajib pajak akan dikenakan sanksi yang nantinya dapat merugikan wajib pajak 
tersebut, dimana semakin tinggi atau berat sanksi yang dikenakan maka akan semakin 
merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak akan memilih untuk patuh agar tidak terkena 
sanksi tersebut. Hal ini menunjukan dengan adanya persepsi wajib pajak terhadap ketegasan 
sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Seperti di KPP Pratam Ilir 
Barat, bagi wajib pajak yang telat membayar dan melaporkan pajaknya akan dikenakan 
sanksi sesuai dengan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan. Hal ini diterapkan dan 
tekanankan kepada para wajib pajak di KPP Pratama Ilir Barat, guna meningkatkan 
kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. 
 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran 
sebagai berikut: 
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1. Saran untuk KPP Pratama Ilir Barat Palembang 
KPP Pratama Ilir Barat Palembang sebaiknya lebih memperbanyak sosialisasi 
mengenai pengampunan pajak (tax amnesty) kepada wajib pajak, agar wajib pajak 
dapat memahami hal-hal mengenai tax amnesty, guna meningkatkan kesadaran wajib 
pajak dalam membayar pajak dan mengikuti program yang telah dibuat pemerintah 
Fiskus harus bekerja secara profesional dan memiliki mental yang siap dalam 
melayani para wajib pajak dengan sebaik-baiknya. Pihak Direktorat Jenderal Pajak 
dapat memberikan pelatihan pelayanan wajib pajak, agar dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan fiskus dalam melayani wajib pajak.  
KPP Pratama Ilir Barat Palembang sebaiknya mengadakan sosialisasi 
mengenai perlunya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak agar dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dapat meningkatkan penerimaan negara. 
2. Saran untuk peneliti selanjutnya 
Penelitian ini tidak terlepas dari kesalahan dan kelemahan. Untuk itu, penulis 
memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya agar penelitian selanjutnya 
dapat lebih baik lagi, yaitu: 
1) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian bukan hanya terbatas 
pada KPP Pratama Ilir Barat Palembang saja, sehingga hasil data yang didapat 
lebih representatif. 
2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lain yang 
dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, memperbanyak sampel dan 
menambah indikator dalam penelitian berikutnya, seperti menambahkan aspek 
pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tagihan pajak 
dibayar sebelum jatuh tempo, dan kejujuran wajib pajak dalam mengisi SPT.  
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